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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 Krisis Myanmar menjadi perhatian dunia 
semenjak ditemukannya puluhan kapal terdampar berisi 
jutaan pengungsi di perairan Thailand, Malaysia, dan 
Indonesia  pada bulan Mei 2015 (Lowenstein, 2015). 
Krisis ini telah menjadi salah satu ancaman bagi 
kemanusiaan dengan skala dan cakupan yang sangat besar, 
ditandai oleh kekerasan dan diskriminasi yang dialami 
oleh minoritas Suku Rohingya. 

 Suku Rohingya di Myanmar ini telah dianiaya 
hak- haknya selama beberapa dekade.Tidak masuknya 
Suku Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui di 
Myanmar dibawah hukum kewarganegaraan 1982, 
menyebabkan Rohingya sebagai suku minoritas semakin 
tidak berdaya.Mereka pun mengalami diskriminasi yang 
diwujudkan dengan pembatasan- pembatasan seperti 
adanya halangan terhadap kebebasan bergerak, 
pembatasan pernikahan, kontrol kelahiran dan juga 
populasi.Selain itu, Pemerintah Myanmar juga melakukan 
pembatasan dalam hal perolehan akses kesehatan, 
pendidikan dan mata pencaharian (BROUK, Myanmar’s 
1982 Citizenship Law and Rohingya, 2014). 

 Meskipun pada awalnya Suku Rohingya masih 
bisa bertahan dengan segala penindasan tersebut, namun 
seiring berjalan waktu kekerasan dengan skala yang lebih 
tinggi terjadi.Penyerangan disertai dengan penganiayaan, 
penyiksaan, pemerkosaan dan juga penculikan telah 
dilakukan oleh pribumi didukung oleh pemerintah kepada 
suku tersebut (Human Rights Watch, 2013).Oleh sebab itu, 
mereka memilih untuk mengungsi ke negara- negara 
tetangga.Penyeberangan laut yang penuh resiko 
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tenggelam atau terdampar mereka lakukan.Berdasarkan 
data Human Rights Watch, lebih dari 12.000 pengungsi 
tersebut meninggal karena kelaparan (Human Rights 
Watch, 2013). 

 Krisis Myanmar tersebut semakin memanas paska 
terjadinya serangan yang dilakukan oleh Arakan 
Rohingya Salvation Army (ARSA)1 untuk  melawan lebih 
dari 20 kantor polisi Myanmar pada 25 Agustus 2017 
(Beyrer & Kamarulzaman, 2017). Kejadian ini 
menyebabkan dua belas polisi meninggal dunia (BBC, 
BBC News, 2017). Tindakan ini semakin memberikan 
jastifikasi bagi pemerintah untuk meningkatkan 
kebrutalan terhadap Suku Rohingya. Pemerintah 
Myanmar mengeklaim bahwa ARSA merupakan bagian 
dari kelompok teroris yang mengganggu keamanan 
nasional. Oleh sebab itu, dibantu oleh komunitas budha, 
Militer Myanmar melakukan penyerangan dan 
pembakaran desa yang ditempati oleh Suku Rohingya. 
Diakibatkan oleh kejadian tersebut, lebih dari 310.000 
Suku Rohingya memilih untuk kembali menyeberangi 
perbatasan menuju Bangladesh (BBC, BBC News, 2017). 

 Zeid Ra’ad Al Hussein sebagai kepala UN Office 
of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap minoritas 
Rohingya tersebut merupakan "a textbook example of 
ethnic cleansing" (The Guardian,  2017). Dengan adanya 
pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa Krisis Myanmar 
ini dianggap sebagai krisis yang harus segera diatangani. 
Sayangnya, Pemerintah Myanmar yang seharusnya 

                                                           
1Arakan Rohingya Salvation (ARSA), sebelumnya dikenal sebagai Harakatul 
Yakeen merupakan kelompok solidaritas yang pertama kali keluar pada 
Oktober 2016 ketika mereka menyerang tiga kantor polisi di Maungdaw dan 
Rathedaung. Kejadian ini membunuh 9 orang polisi. ARSA memiliki tujuan 
untukk membela dan melindungi Rohingya(Aljazeera, Thrump Urges 
"Strong and Swift" UN Action for Rohingya, 2017). 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41224108
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41224108
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41224108


3 
 

menjadi penjamin terbesar keamanan masyarakat sipil 
yang ada diwilayahnya justru telah melakukan tindakan 
melawan hukum internasional dengan mengesampingkan 
hak Suku Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan 
berdasarkan Universal Declaration of Human Rights serta 
melakukan deskriminasi dan kekerasan terhadap suku 
tersebut. Selain itu, ASEAN sebagai organisasi regional 
dimana Myanmar berada, juga  tidak dapat berbuat 
banyak untuk menyelesaikan krisis ini dikarenakan 
adanya prinsip non- intervensi. 

 Sebagai organisasi yang menjadi gardu terdepan 
dalam menjalanankan kewajiban Perserikatan Bangsa- 
bangsa (PBB) untuk menjaga perdamaian dan keamanan 
internasional, United Nations Security Council (UNSC) 
menjadi badan yang paling diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam penyelesaian kasus ini. Hal ini juga 
sebagai bentuk pemenuhan mandat UNSC untuk 
melakukan langkah pencegahan serta juga penghapusan 
ancaman dan agresi yang dapat mengancam perdamaian 
internasional, yang dilakukan dengan cara damai sesuai 
dengan keadilan dan hukum internasional, serta 
melakukan aksi penyelesaian perselisihan yang berpotensi 
dapat  mengarah ke tahap pelanggaran perdamaian2.  

                                                           
2 Selain memastikan terjaganya keamanan dan perdaimaian 
Internasional, berdasarkan artikel 1 UN Charter, PBB bertugas untuk 
mengembangkan hubungan persahabatan antar negaraberdasarkan 
penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib 
sendiri dari masyarakat, dan untuk mengambiltindakan lain yang 
sesuai untuk memperkuat perdamaian universa.; Untuk mencapai 
kerjasama internasional di Indonesia memecahkan masalah ekonomi 
internasional, karakter sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam 
mempromosikan dan mendorong rasa hormat terhadap manusia hak 
dan kebebasan fundamental untuk semua yang tidak perbedaan 
seperti ras, jenis kelamin, bahasa, atau agam.; Menjadi pusat untuk 
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 UNSC didirikan pada tahun 1946 dibawah UN 
charter. Sebagaimana yang tercantum dalam bab 1 artikel 
27 UN Charter, badan ini menjadi perpanjangan tangan 
agar memastikan keefektifan aksi perdamaian dari 
PBB(UN, 1945). Badan ini juga memiliki kewajiban 
untuk mengimplementasi tanggungjawab dari PBB 
sebagai perwakilan komunitas internasional untuk 
mengambil aksi dalam menjalankan prinsip 
Responsibility to Protect (RtoP). Dalam 
RtoP,keberadaannya memegang peran yang signifikan 
dalam menjalankan pilar kedua dan ketiga dalam RtoP.  

 Sesuai mandat UN Charter, UNSC harus 
melakukan tindakan mengatasi kasus dimana sebuah 
pemerintahan gagal dalam memastikan keamanan bagi 
penduduknya. Proses ini dilakukan dengan jalan damai 
terlebih dahulu, baik dengan melakukan negosiasi, 
penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian 
pengadilan, atau sarana damai lainnya yang dikehendaki 
pihak yang berserselisih. Selanjutnya, jika jalan yang 
lebih persuasif masih belum mampu mewujudkan rasa 
aman masyarakat sipil dari tindakan genosida, perang, 
ethnic cleansing, dan kejahatan lain terhadap 
kemanusiaan, maka UNSC dapat melakukan tindakan 
yang lebih koersif. Sebagaimana yang tercantum dalam 
pilar ketiga RtoP, UNSC memegang tanggungjawab 
untuk melakukan aksi untuk mencegah dan menghukum 
tindakan- tidakan yang melanggar hukum internasional 
tersebut secara tepat waktu dan tegas (Da Favorita Paper, 
2010). Perwujudan aksi tegas dari UNSC tersebut dapat 
berupa pemberian sanksi, pengiriman pasukan 
perdamaian bersenjata, serta juga merujuk masalah 
tersebut ke International Criminal Court (ICC) untuk 
ditangani(UN, 1945).   

                                                                                                                
mengharmoniskan tindakan negara-negara dalam pencapaian tujuan 
bersama ini(UN, 1945). 
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 Artikle 27 bab 2 UN charter menjelaskan bahwa 
UNSC adalah satu- satunya dari sembilan badan PBB 
yang memiliki kuasa untuk membuat keputusan yang 
mengikat semua anggota (Departement of Foreign Affair 
and Trade Australian Government, n.d. ). Dengan power 
ini, terdapat banyak ekspektasi dari berbagai pihak agar 
UNSC dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan 
yang mengancam kemanuasiaan, termasuk apa yang 
terjadi di Myanmar tersebut. Dalam sebuah rapat UNSC, 
Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence mewakili 
Presiden Trump untuk menyampaikan keprihatinannya 
atas tindakan Pemerintah Myanmar terhadap Suku 
Rohingya dan mendesak adanya aksi nyata dari UNSC. Ia 
mengatakan bahwa: 

"President Trump and I also call on the Security 
Council of the United States to take strong and 
swift action to bring this crisis to an end and 
bring hope and help to the Rohingya people in 
their hour of need" (Aljazeera, 2017). 

Selain itu, United NationsSecretary-General,  António 
Guterres  juga mengekspresikan pentingnya aksi dari 
UNSC untuk menghentikan serangan milter pemerintah, 
memastikan akses terhadap bantuan kemanusiaan, dan 
juga pemulangan pengungsi ke daerah asalnya (VOA, 
2017).  
 Sayangnya, ditengah harapan akan adanya 
resolusi UNSC yang mampu menghentikan kekerasan di 
Myanmar, terdapat fakta menyedihkan bahwa selama 
lebih dari dua dekade krisis terjadi, UNSC belum mampu 
memberikan solusi tegas yang dapat menyelesaikan krisis 
berkepanjangan ini. Meskipun tidak dipungkiri bahwa 
badan ini telah melakukan pendekatan damai untuk 
menyelesaikan krisis ini, pada kenyataannya krisis ini 
membutuhkan penyelesaian yang lebih tegas. Semakin 
banyaknya korban yang jatuh diakibatkan kekerasan yang 
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terjadi seharusnya menjadi acuan bagi UNSC untuk 
mengambil langkah yang lebih agresif untuk memastikan 
bahwa tidak ada lagi deskriminasi dan kekerasan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Myanmar  terhadap  Suku 
Rohingya.  
 Mirisnya, pembahasan Krisis Myanmar 
mengalami stagnasi dengan hanya  menjadi agenda 
informal dibawah “Any Other Buisness” hingga akhir 
tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa UNSC masih 
menganggap bahwa kasus ini bukan suatu yang penting 
untuk segera diselesaikan, meskipun kekerasan ini telah 
memakan korban dan pengungsi dalam jumlah besar. 
Sebab, dengan mamasukkan pembahasan ini didalam 
agenda informal tersebut, dapat berakibat pada 
ketidakpastian output dari forum. Walaupun tidak 
dipungkiri bahwa terjadi peningkatan dimana mulai 
diadakan sidang formal paska ditemukannya sejumlah 
bukti adanya crimes against humanity pada serangan 25 
Agustus 2017, namun resolusi tegas yang nyata nyatanya 
masih jauh dari harapan. 
 Dikarenakan lambatnya kinerja UNSC dalam 
merespon krisis ini, banyak pihak yang menyampaikan 
kekecewaannya. Razia Sultana, perwakilan organisasi 
non- pemerintah dalam debat terbuka UNSC terkait 
“Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Konfik” 
berpendapat bahwa UNSC telah mengecewakan berbagai 
pihak dengan membiarkan krisis ini terus berlangsung. Ia 
berpendapat bahwa jika saja UNSC lebih peka dalam 
mengatasi akar krisis pada tahun 2012, maka eskalasi 
krisis berkepanjangan tidak akan terjadi. Dalam kritiknya 
ia berkata bahwa 

“…the international community, especially the 
Security Council, has failed us. This latest crisis 
could have been prevented if the warning signs since 
2012 had not been ignored"(The New Indian Express, 
2018). 
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Selain itu, Razia juga menyampaikan harapannya agar 
UNSC  segera membawa kasus ini ke Internasional 
Criminal Court (ICC) untuk menghentikan kekerasan 
terhadap minoritas Suku Rohingya, dikarenakan UNSC 
adalah badan yang mempunyai power untuk 
merekomendasikan agenda ke ICC, meskipun negara 
tersebut bukan merupakan subjek Rome Statue (ICC, 
2011).  
 
 Dua organisasi non- pemerintah yaitu Human 
Right Watch dan Amnesty Internasional juga 
menyampaikan kekecewaannya terhadap performa UNSC 
dalam menangani krisis ini. Dalam suatu wawancara, 
Louis Charbonneau perwakilan Human Right Watch 
memprotes tindakan UNSC yang hanya mengadakan 
pertemuan tetutup saja (tidak transparan) dan tidak pernah 
menyampaikan pernyataan resmi terkait hasil dari 
pertemuan. Disamping itu, Human Right Watch dan 
Amnesty Internasional juga mendesak adanya pemberian 
sanksi tegas terhadap pemerintah Myanmar (The New 
Indian Express, 2017). 
 Sayangnya, ditengah berbagai tekanan dari 
eksternal tersebut, tidak juga membuat UNSC 
mengeluarkan keputusan yang lebih tegas, dibuktikan 
tidak adanya pemberian sanksi kepada Pemerintah 
Myanmar ataupun adanya keinginan untuk 
merekomendasikan permasalahan ini ke ICC. 
 Berdasarkan paparan diatas, menjadi suatu yang 
menarik untuk dibahas bahwa dengan segala kekuatan 
dan kuasa yang dapat dilakukan oleh UNSC, mengapa 
kemudian Krisis Myanmar yang telah terjadi hampir dua 
dekade ini belum juga menemukan titik temu 
penyelesaian. Sebagai “the most urgent refugees 
emergency” yang terjadi saat ini, menjadi hal yang layak 
untuk dijadikan keberangkatan dalam mengevaluasi 
kinerja UNSC untuk menjalankan kewajibannya dalam 
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memastikan terlaksananya keamanan dan perdamaian 
internasional. 

B. Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang yang telah dipapakarkan, 
maka penulis menemukan sebuah pokok permasalahan 
yaitu: 

 Mengapa UNSC belum mampu memberikan 
kebijakan yang tegas dalam upaya menghentikan 
kekerasan yang ada di Krisis Myanmar? 

C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa jauh upaya UN Security 
Council dalam menghentikan kekerasan yang ada 
di Krisis Myanmar 

2. Mengetahui faktor apa yang menyebabkan UN 
Security Council belum mampu dalam memberikan 
kebijakan yang tegas untuk menyelesaikan Krisis 
Myanmar kebijakan yang tegas dalam upaya 
menghentikan kekerasan yang ada di Krisis 
Myanmar 
 

D. Kerangka Berpikir 
 Untuk menganalis faktor yang menyebabkan 
UNSC belum mampu dalam memberikan kebijakan yang 
tegas dalam menghentikan kekerasan di Krisis Myanmar, 
maka diperlukan teori, konsep atau model untuk 
memudahkan proses analisa. Dalam buku “Ilmu 
Hubungan Internasional Disiplin dan Metologi”, Mochtar 
Masoed mengatakan dalam mempelajari fenomena dunia, 
ilmuan sering mengguankan metafora, analogi dan model 
(Masoed, 1994). Dalam  penelitian ini, penulis 
menggunakan Model Politik-Birokratik sebagai salah satu 
model yang menjelaskan teori pengambilan keputusan. 
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Model Politik- Birokratik dalam Teori Pengambilan 
Keputusan 
 Pada tahun 1971 Graham T, Allison membuat 
penjelasan eksplisit tentang berbagai perspektif ide dalam 
The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile 
Crisis. Formulasi Allison telah dilengkapi dengan karya 
Morton Halperin. Allison dan Halperin telah menjadi 
pendukung utama pendekatan pengambilan keputusan 
politik-birokrasi (Rosati, 2013). Dalam studinya, ia 
mendeskripsikan pemikiran dengan mengaplikasikannya 
untuk menganalisis krisis nuklir Kuba antara Amerika 
Serikat dan Uni Soviet. Gagasan tentang teori dan model 
keputusan yang eksplisit dan kontras membuatnya mulai 
mendapakan perhatian di beberapa bidang penelitian 
(Aderson & Aderson, 1997). 
 Allison mengajukan tiga model untuk 
mendeskripsikan proses pembuatan keputusan luar negeri, 
yaitu Aktor Rasional, Proses Organisasi dan Politik 
Birokratik (Masoed, 1994).  Pertama, pada Model Aktor 
Rasional, politik luar negeri dipandang sebagai akibat 
dari tindakan aktor rasional, terutama dalam pemerintah 
yang monolit, yang sengaja dilakukan untuk mencapai 
tujuan. Sehingga, pengambilan keputusan politik luar 
negeri digambarkan sebagai proses yang intelektual. 
Pelaku pemerintahan dianalogikan sebagai individu yang 
bernalar dan terkoordinasi.Dalam model ini, dianalogikan 
setiap pemain dalam pengambilan keputusan mampu 
untuk menalar dengan sungguh- sungguh dan menetapkan 
pilihan terhadap pilihan- pilihan yang ada.Oleh sebab itu, 
analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian 
pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari 
suatu bangsa, alternatif- alternatif haluan kebijaksanaan 
yang bisa diambil, dan perhitungan untung ruginya 
(Masoed, 1994). 
 Kedua, dalam Model Proses Organisasi 
digambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu 
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organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola 
tertentu. Pembuatan keputusan politik luar negeri bukan 
semata- mata proses intelektual, tetapi lebih merupakan 
proses mekanis. Keputusan diambil secara mekanik 
merujuk pada keputusan- keputusan yang telah dibuat di 
masa lalu, preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau 
pada peran yang ditetapkan unit birokrasi itu. Inilah pola 
perilaku yang disebut prosedur kerja baku (standard 
operating procedure) dalam pembuatan kebijakan 
(Masoed, 1994). 
 Ketiga, Model Politik- birokratik 
menggambarkan bahwa politik luar negeri dipandang 
bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang 
menghubungkan tujuan dan sarana secara nasional, 
melain politik luar negeri adalah hasil dari interaksi, 
penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor 
dan organisasi (Masoed, 1994). Graham T. Allison 
menjelaskan : 
“What government does in any particular instance can be 

understood largely as a result of bargaining among 
players positioned hierarchically in the 

government...Players make governmental decisions not 
by a single rational choice, but by pulling and hauling.” 

(Allison & Morton H. Halperin, 1952, hal. 159) 
 Dalam memahami Politik- Birokratik, maka harus 
ada kesamaan framework bahwa sturktur birokratik atau 
sistem politik dari suatu organisasi memberikan pengaruh 
pada pembuatan kebijakan. Di model ini, dipercaya 
bahwa masing- masing pemain politik memiliki nilai 
mereka sendiri yang akan mempengaruhi rekomendasi 
kebijakan pula. Perbedaan pandangan dan rekomendasi 
kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan dari 
masing-masing pihak yang tentu berbeda-beda pula 
(Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff Jr, 1990, hal. 477). 
Tawar-menawar (Barganining games) mengambil 
peranan penting sebagai metode yang diambil oleh 
pemain utuk membuat  kebijakan akhir. Dalam prosesnya, 
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pemain digambarkan oleh Allison akan berusaha untuk 
bersikap rasional dan menetapkan tujuan. Hal tersebut 
dilakukan melalui berbagai sarana dan juga menetapkan 
pilihan melalui suatu proses intelektul (Masoed, 1994). 
Perlu dicatat bahwa dikarenakan proses tawar- menawar 
ini, tidak akan ada pihak yang mendapatkan keinginan 
mereka sepenuhnya. Kekuatan daya tawar dari masing-
masing pihak yang terlibatlah yang kemudian 
menentukan tendensi hasil akhir keputusan yang akan 
diambil. Dalam sebuah persaingan yang melibatkan daya 
tawar dari masing-masing pihak, tentu terdapat satu pihak 
yang memiliki daya tawar lebih besar dibandingan 
dengan pihak-pihak lainnya (Dougherty & Robert L. 
Pfaltzgraff Jr, 1990, hal. 523). 
 Dalam setiap pembuatan kebijakan terkait suatu 
isu, setiap pemain mempertaruhkan sesuatu yang berbeda 
dalam permainan itu, dan karenanya mengambil sikap 
yang berbeda- beda(Masoed, 1994). Dikarenakan model 
ini menekankan bergaining games sebagai penentu hasil 
kebijakan, maka dalam mempelajarinya harus 
memperoleh informasi mengenai presepsi, motoivasi, 
posisi, kekuasaaan dan manouver dari pemain yang 
terlibat. Metodenya yaitu dengan mengumpulkan data 
mengenai: 

a. siapa yang ikut bermain dan apa kepentingan 
mereka? 

b. Apa yang menentukan presepsi dan kepentingan 
yang mendasari sikapnya itu? 

c. Sarana ataupun alat yang digunakan untuk 
mencapai tujuan kepentingan nasional yang 
hendak dicapai? 

Sehingga dengan ketiga data tersebut, kita dapat 
menganalisa suatu alasan kenapa suatu badan  membuat 
suatu kebijakan tertentu.  

 Menilik dari penjelasan mengenai tiga model 
pembuatan keputusan tersebut, maka dalam menjawab 
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rumusan masalah, Model Politik Birokratik dianggap 
sebagai model yang sesuai. Model ini dapat digunakan 
dalam menjelaskan tentang bagaimana kompleksitas dari 
forum UNSC diakibatkan oleh perbedaan pendekatan 
yang dilakukan negara dalam merespon Krisis Myanmar, 
yang berimplikasi pada  sulitnya untuk membuat suatu 
keputusan yang tegas untuk menghentikan masalah ini. 
Sehingga, dapat didapatkan jawaban mengapa UNSC 
masih belum dapat memberikan kebijakan yang tegas dan 
efektif dalam Krisis Myanmar tersebut. 

 Hakikatnya, UNSC merupakan badan dari PBB  
mempunyai tanggungjawab untuk merealisasikan tujuan 
PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 
Oleh sebab itu, UNSC harus menetapkan kebijakan yang 
tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah bila 
dianggap permasalahan tersebut akan mengancam 
keamanan universal, seperti halnya Krisis Myanmar.  
Kenyataannya, tidak dipungkiri bahwa keanggotaan dari 
UNSC adalah negara, sehingga mempunyai pendekatan 
yang berbeda untuk merespon krisis tersebut.Dikarenakan 
perbedaan dalam merespon krisis ini, maka pembuatan 
keputusan pun sulit dilakukan. 

 Di dalam proses pembuatan kebijakan terkait isu 
kekerasan di Myanmar, terdapat dua negara yang menjadi 
oposisi terkuat dibuatnya kebijakan yang tegas, yaitu Rusia 
dan China. Kedua negara tersebut merupakan aliansi 
Pemerintah Myanmar. Kubu Pro- Pemerintah Myanmar ini 
nantinya akan berusaha untuk menjegal kebijakan yang 
diajukan oleh Kubu- Pro Rohingya, yang biasanya diisi oleh 
Amerika Serikat, Inggris dan Perancis sebagai “leading 
country”,  serta negara Eropa dan negara solidaritas Islam. Di 
dalam setiap pertemuan, biasanya juga terdapat kubu non- 
konfrontatif, yang suaranya ambigu dan tdak terprediksi. 
Negara- negara jenis ini sering melakukan abstain. 
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 Baik negara Pro- Pemerintah Myanmar, Pro- Suku 
Rohingya ataupun negara non- konfrontatif, masing- masing 
memiliki pendekatan mereka sendiri untuk merespon Krisis 
Myanmar yang didasarkan oleh nilai yang dianut serta 
kepentingan negara yang bersangkutan. Negara- negara Pro- 
Pemerintah Myanmar menganggap bahwa apa yang dilakukan 
oleh Pemerintah Myanmar adalah bentuk dari pertahanan diri 
terhadap ancaman dan menganggap krisis ini merupakan 
persoalan domestik, serta menolak resolusi tegas yang 
dijatuhkan kepada Pemerintah Myanmar. Sebaliknya, Negara 
Pro- Suku Rohingya menganggap bahwa apa yanng terjadi di 
Myanmar adalah krisis kemanusiaan yang harus segera 
dihentikan karena bertentangan dengan hukum internasional, 
sehingga harus dihukum dengan sesuai. Diantara prespektif itu, 
negara kubu non- konfrontatif biasanya berpendapat bahwa 
fokus utama UNSC harusnya pada masalah pengungsi, namun 
menganggap bahwa belum diperlukan adanya intervensi krisis 
langsung seperti pemberian sanksi. Dengan adanya perbedaan 
prespektif tersebut, ketiga kubu tersebut terlibat dalam 
kompromi kebijakan dalam mengahasilkan keputusan yang 
mereka anggap tepat. 

 Dengan menganalisa apa yang terjadi di dalam 
forum antara ketiga kubu tersebut, maka akan 
ditemukannya alasan apa kemudian menjadi alasan 
terlambatnya resolusi yang tegas untuk dilahirkan oleh 
UNSC.  Kemudian, dengan menggunakan model ini, 
dapat diketahui juga alat apa yang dijadikan sebagai 
senjata untuk mempertahankan  posisi dan kepentingan 
mereka. 

E. Batasan Penelitian 
Penelitian ini terbatas pada pembahasan tekait 

forum UNSC dalam Krisis Myanmar paska terjadinya 
eskalasi krisis komunal antara pribumi Budha Rakhine 
dan Suku Rohingya pada 25 Agustus 2017. Segala data 
yang membahas tentang kekerasan sebelum periode 
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tersebut namun berkaitan dengan penelitian ini, dapat 
dimasukkan sebagai data pendukung. 

F. Hipotesa 
 Berdasarkan konsep dan model yang telah 
dipaparkan, maka hipotesa mengenai alasan mengapa 
UNSC belum mampu memberikan kebijakan yang tegas 
dalam Krisis Myanmar disebabkan oleh adanya tawar- 
menawar diantara anggota UNSC sebagai permainan 
politik dalam birokratik pembahasan Krisis Myanmar di 
UNSC  oleh negara anggotanya. 

G. Metodologi Penelitian 
Dalam skirpsi ini, analisis digunakan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 
menggabungkan proses tiga aspek yaitu deskripsi, 
klasifikasi dan koneksi (Dey, 1993). Dengan adanya 
penggabungan ini maka dapat diperoleh analisa yang 
tepat untuk menjawab rumusan masalah yang telah 
diajukan. Meskipun demikian, dalam pengungkapan data 
pendukung, penulis juga akan menggukan data kualitatif, 
untuk menjabarkan tentang jumlah korban krisis 
Myanmar. 

Metode pengumpulan data yang digunakan 
penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 
menggunakan kajian pustaka. Dalam hal ini, penulis 
menggunakan data- data yang berasar dari tulisan, 
gagasan, laporan dari penulis yang didapatkan melalui 
media seperti buku, jurnal, makalah, majalah, repord dan 
publikasi lain yang berhubungan dan mendukung proses 
penelitian. 

H. Sistematika Penelitian 
 Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi 
menjadi lima pembahasan, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  
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Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan 
masalah yang muncul dari latar belakang tersebut, tujuan 
penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan, batasan 
masalah, hipotesis, metode penelitian serta sistematika 
penelitian. 
 

BAB II SITUASI KRISIS MYANMAR DAN CRIMES 
AGAINTS HUMANITY 
Bab ini membahas tentang background sejarah yang 
isinya meliputi origin dan awal mula masuknya Rohingya 
ke Myanmar serta penjelasan tetang Hukum 
Kewarganegaraan 1982. Selain itu, bab ini juga akan 
membahas ledakan ketegangan Komunal dan Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia. 
 

BAB III DINAMIKA PEMBAHASAN KRISIS 
MYANMAR DI UNSC 
Membahas tentang peran UNSC dalam perwujudan 
internasional peace, kekuatan dan fungsi UNSC, 
partisipan dan jenis- jenis meeting dalam UNSC, serta 
membahas Krisis Myanmar dibawah “Any Othe 
Buisness”. 
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BAB IV ALASAN UNSC BELUM MAMPU 
MENGELUARKAN KEBIJAKAN YANG TEGAS 
DALAM MERESPON KEKERASAN TERHADAP 
ROHINGYA  (studi case: Briefing Formal 28 September 
2017) 
Membahas tentang briefing publlik pertama dan harapan 
progres aksi UNSC perbedaan prespeksi tentang intervenssi 
krisis beserta model birokratik politiknya,serta kekuatan 
China dan Rusia dalam memblokade resolusi tegas  UNSC 
 
BAB V  KESIMPULAN 
Membahas tentang kesimpulan dari penelitian. 
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